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KEKUASAAN
P E M E R I N TA H A N O Memperjelas konsep desentralisasi

dalam Negara Kesatuan Republik

E Ty e,
LTI e

Indonesia
U Memperjelas pengaturan dalam

PEMEGANG KEKUASAAN berbagai aspek Penyelenggaraan

PEMERINTAHAN - PSL 4 (1) _[ PRESIDEN }‘ f\iﬁ?g GGUNGJAWAS Pemerintahan daerah.

UUD 1945 U Memuat pengaturan baru antara lain:
A ’_‘ =  pengaturan tentang hak warga
i untuk berpartisipasi dalam
NASIONAL Kementerian / LPNK penyelenggaraan Pemerintahan
. daerah
i i | i i * Jaminan terselenggaranya
KORBINWAS i i I i i KORBINWAS pelayanan publik
E E I Sepagian Urusani i * Inovasi dalam penyelenggaraan
I I I I .
v \Z I \Z \Z Pemerintahan daerah
WAKIL PEMERINTAH
REGIONAL | DPRDPROV |-l-ict| GUBERNUR |—>pisyr
[ Unsur Penyelenggara ] I [ Unsur Penyelenggara ]
| | |
! I Koordinasi, Pembinaan,
E | E Pengawasan
v | v
BUPATI/
LOKAL DPRD KAB/KOTA  |-rrrooenmeeeeees e

[ Unsur Penyelenggara ] [ Unsur Penyelenggara ]




Dibagi berdasarkan kriteria
Eksternalitas, Akuntabilitas dan

ABSOLUT

S

KEAMANAN
AGAMA
YUSTISI

KONKUREN

Efisiensi

PERTAHANAN

POLITIK LUAR NEGERI
MONETER & FISKAL

_________________________________

. PENDIDIKAN
. KESEHATAN

. PU DAN PR

. PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAW PERMUKIMAN

. TRAMTIBUM & LINMAS

. SOSIAL

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya
personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
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Lanjutan................

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

. Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, b
WAJIB W) | Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria _ PILIHAN
tertentu ‘
PELAYANAN / \ NON PELAYANAYAN
DASAR DASAR /1 Kelautan & Perikanan \
- - L 2. Pariwisata
3. Pertanian
Pendidikan /T . \ 4. Kehutanan
Kesehatan Pir:lfzrdzrjaaa:n Perempuan & Pelindungan S
PU & Penataan Ruang Anak Pangan ? Eer.dadgar‘lcggn
’ ’ . erinaustrian
Perumahan Rakygt & Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, 8. Transmiorasi
Kawasan Permukiman pengendalian pddk &KB, perhubungan, K S /
Tramtibum & Linmas Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah,
Sosial Penanaman Modal, ;
Kepemudaan & Olahraga,
3 Statistik, Persandian, De— NSPK

Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
SPM NSPK \\

/
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Laksanakan sendiri
Pelimpahan (Dekonsentrasi)
Tugas Pembantuan

o O O

Laksanakan sendiri
Tugas Pembantuan Kab/Kota
Penugasan kepada Desa

(@]
(@]

Laksanakan sendiri
Penugasan kepada Desa

!

!

!

—

URUSAN WAIJIB DASAR

&

SPM

URUSAN WAIJIB NON
DASAR

o Jenis Layanan

- o  Mutu Layanan

o Penerima Layanan

Pemetaan:
o Kelembagaan
o Perencanaan
o Penganggaran

URUSAN PILIHAN

NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)




CORTEK KOORDINASI KOORTEK Saa ... . Dalam Negeri

Republik Indonesia

Sesuai amanat dari pasal 258 dan 259

UU 23 tahun 2014 d BAPPENAS K/L
tentang Pemda

et Sinkronisasi pencapaian prioritas
Piloritas nasional melalui kegiatan K/L, serta
Nasional target Kementerian untuk mendung

target nasional
K/L i

PERAN KEMENDAGRI

PERAN KEMENDAGRI

KEMENDAGRI

Membahas kegiatan yang
: | didanai APBD untuk
Kegiatan
TS mendukung pelaksanaan
APBD kegiatan prioritas nasional

BAPPENAS

Sinkronisasi  usulan
kegiatan daerah yang
akan dibiayai APBN

dengan kegiatan K/L

dan Prlorlt_as nasional
/ Sinkronisasi usulan pnontas]

Daerah dan prioritas K/L

Dukungan

Prioritas
Lainnya




SPM DALAM RKP 2019
PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

‘ Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
PROGRAM
PRIORITAS

Penguatan sistem jaminan sosial

P

Percepatan

Penguatan literasi untuk kesejahteraan

Pengurangan | : . -
Kemiskinan ,'/ > Pelaksanaan reforma agraria J
‘ Penguatan layanan dan rujukan satu pintu I ‘ Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
J ~ J
( E ‘ Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan [ \
dan catatan sipil
- - Peninakatan Tata Peningkatan ‘ Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana
[ . . ) Kelog Layanan | Pelayanan | \
Percepatan Pencapaian SPM di daerah Dasar ;‘I‘I PEMBANGUNAN Kesehatan dan ;‘.‘l p renceqahan don pengencatan penyak
) : / MANUSIA MELALUI \ Gizi Masyarakat =
PENGURANGAN "" B / ‘ Percepatan penurunan stunting
KEMISKINAN DAN ."‘ N ) ‘
PENINGKATAN f,"‘ ‘ Penguatan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
PELAYANAN DASAR

KEGIATAN
PRIORITAS

Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau

Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak

Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman

Peningkatan Akses Pemerataan

PRIORITAS NASIONAL

PN

Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata

Penyediaan afirmasi pendidikan

PP

Masyarakat | Layanan "

terhadap i Pendidikan

Perumahan dan / . /
Berkualitas

Permukiman Layak

Penguatan kelembagaan satuan pendidikan

Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik



RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH




TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PERUBAHAN RPJPD

PERMENDAGRI 86/2017 REVISI 86/2017
DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

» Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan UTerjadi perubahan kebijakan jangka panjamg Nasional,
tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan QEvaluasi hasil RPJMD memngakibatkan terjadi perubahan terhadap
Menteri ini; kebijakan RPJPD;

» Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan peraturan Menteri ini;

» Terjadi perubahan mendasar, mencakup: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, ganguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional

UTerjadi perubahan Mendasar, antara lain: perubahan yang diakibatkan
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau pemekaran daerah

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 v Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
(tujuh) tahun. berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun..
v/ Perda perubahan RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) tahun sebelum periode
RPJPD berakhir.
v/ Hasil perubahan RPJPD digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD periode
berkenaan.

Pasal 342 & Pasal 344

Pasal 44 - 68



Sumber data

REPUBLIK INDONESIA

adis

Dasar Penyupsunan

E-reporting

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGOLAHAN DATA & INFORMASI

Data analisis bersumber dari $IPD. Keseluruhan
data diolah menggunakan ingstrumen

pengolahan data dan sinkronisasi
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk
menghasilkan gambaran lengkap suatu daerah.

INDIKATOR MAKRO pembangunan berisikan

data capaian pembangunan daerah yang bersifat
tematik. Tema tahunan disesuaikan dengan prioritas
nasional atau kebutuhan pengambilan kebijakan
secara nasional.

INDIKATOR MAKRO

PROFIL DAERAH

PROFIL PELAKSANAAN
URUSAN PEM. DAERAH
LINGKUP DITJEN BINA
BANGDA MENCAKUP:

o000 Oo

kondisi geografis daerah;
demografi;

potensi sumber daya Daerah;
ekonomi dan keuangan Daerah;
aspek kesejahteraan masyarakat;
aspek pelayanan umum; dan
aspek daya saing Daerah.



N ot TU “ PEMBANGUNAN
‘HE:, Y U.m UA BERKELANJUTAN
: P TANPA KEHIDUPAN SEHAT PENDIDIKAN KESETARAAN
wﬁ;b‘-ﬂ KEMISKINAN DANSEJAHTERA BERKUALITAS GENDER

EERKELAMJUTAM

B ARBERSHDAN AN DA BERKLIRANGNYA
‘ i TASILAYAK FRETUNGSAN INFRASTRUKTIR KESEMJANGAN

HORSUMEINAN PENANGANAN PERDAMALA, KEMITRAAN
12 ERONRRCHL 13 PERUBAHAN KLIM LALT sl el

BERTANGIING
JEWAD THND TARGOLH
par

O

Permendagri No. 7 Tahun 2018
Rencana Pembangunan Daerah Pembuatan & Pelaksanaan KLHS

(RPJPD) dalam Penyusunan RPJMD
(Instrumen Pembangunan Berkelanjutan)

Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tahapan tatacara dokrenda




FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

UU 23/2014 Pasal 265 & 266

=

sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RPJMD

=

* sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan

RKPD » Daerah
* menjadi pedoman kepala daerah
dalam menyusun KUA serta PPAS.

:--------------------------I
I I
I Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak !
- menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

| anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi

I administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

: keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

I perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

h-------------------------

i
I
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada :
tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi :
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak :
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang- i
undangan selama 3 (tiga) bulan. :

I

0



KONDISI EKSISTING

)

SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 3 4 S
SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. | Administrasi -— -— Pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Desa : penyelenggaraan
\ . administrasi pemerintahan
J . ( Desa.
URUSANBIDANG INDIKATOR y
WO KODE URUSANIPROGRAMIKEGIATAN SUB PROGRAMKEGIATANISUE — >
KEGIATAN KEGIATAN
; . ; ; > ol 13 | 04 El;}giRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
vozo7.1z0.44ff - —— y .
I Pemberayasn Masyarakat | 21 13 | 04 | 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
| URUSANBIDANG INDIKATOR ' Administrasi Pemerintahan Desa
| Pegibuaian Naskah Akademik NO KODE URUSANPROGRAMKEGIATANISUB|  PROGRAMIKEGIATANISUB —— — -
;flw.m.ﬂ,.. KEGIATAN KEGIATAN ol 13 | 04 | 201! o1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
1.02.0?.252.45‘ :::s::ﬂa‘m'. Pembangunan Kawasan I R ——— 1 . Femerintahﬂ.n Desa
| I 1 2 ] 3 i 4 2| 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
: W bevsama KatvKi 3 tor n Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
: jf_. .h:g'm m?'a;:;a‘fm o 1.13.17.002 I’l:rrl:-n.'mn aciminiszas dan asel desa F im“ﬂ,ﬁ:;ﬁ:m?mn 2013 | 04 |2.01| 03 Pembangunan Desa
Al et 2 50 oeang 2 14 kehore i 2| 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
1.|:|2.u?.1.1?.2u| P emibeidayaani Masyarakal dala “u ’ 4|1 rogram Peninghatan kapaskas : : :
enuiAng keglstan inglamgan mandi | niahan desa l 91 13 | 04 | 2011 05 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan
I pedesaan (LMP) I I I ) BPD
| 1. Gsialisasi Pemberdaysan L oeie dess copat berumeang 2| 13 | 04 | 2.01 | 06 |Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
M akal dalam menanjang LMP; 2. -
L rs/ Parmaniesgn S04 e ————— T'w; 2| 13 | 04 | 2.01 | 07 |Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
I I N D S e ungan 3. Pembingan dan - .
marsinring kegiazan pamberayean Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
masyarakal d perdesaan 4. Pembisar 2 13 04 2 .D 1 08 .
dlon moriiing pemuoniaaian SOA i Lembaga Kerja sama antar Desa
Lingkurpan CAAN
(160 cvang 2. 80 cvang 3. 3 KONDISI DI DAERAH DAN Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
_________________ Kebupoien 4 19KabNOR) | _ 2| 13 | 04 |2.01 09 :
PERMASALAHAN Pemberhentian Kepala Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian
. 2|13 | 04 |201] 10
Daerah ada yang melaksanakan Program/Kegiatan yang bukan Peranglat Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi
- 20 13 10412011 11 Perkembangan Desa
Kewenangannya; perlu Nomenklature sesuai Kewenangan. T o oo [ o [Fesilasi  Penyelenggaraan  Ketentraman,
' Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa




KONDISI EKSISTING )

SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 S
5. Bahan Berbahaya dan |a. Pengelolaan B3. Pengumpulan limbah B3 a. Penyimpanan sementara
Beracun (B3). dan | b, Pengelolaan limbah B3. lintas Daerah kabupaten/kota limbah B3.
Limbah Bahan dalam 1 (satu) Daerah b. Pengumpulan limbah B3
Berbahaya dan Beracun rovinsi
(Limbah B3) P . dalam 1 (satu) Daerah
\ kabupaten/kota.
¢ L Y >
URUSANTRnANG I TOR URUSANBIDANG INDIKATOR
L] KOGE LS A NP RO R ALK ECUATAN SUB FROGRAMYEGLA TANSUE NO KODE URUSANIPROGRAMKEGIATAN SUB PROGRAMKEGIATANISUR
HEGIATAN HEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
! : '----L--- 4 .-: 1 E 3 -+
=F_-_-_-_-_-.I-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-.l
S b :EEAR;:#WDEILIM&H B3 . f( I 205166 Penfedalaan B2 dan Limbah B3 I
Habupaten/iota pemitvnaan pengekiaan fimbah B3
(%) {KabvKiota)

a0l Pergembangan Fasiitas Tekdns

Penpelalaan Sampah dan Limbah B3
Jurrilah lkasd pengenbangan fasiitas KOND|S| Dl DAERAH DAN PERMASALAHAN
Tekmis pangellasn samoeh dan

hrabak 82

o dPenggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda

S N— (Persampahan dan Limbah B3); perlu di-pisahkan

________________ w | | QPusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target capaian
Daerah sebagai keluaran / indikator dari Kegiatan

i Penfedalaan Limibah B3

[ ———————




KONDISI EKSISTING
>

e —————  Output sama tetapi Kode Program

1.02-0022 Frogram Kesehatan Masyarakat
a_ _E berbeda tiap daerah
e e e e e o S UL AH KABUPATENKOTA
DENGAN PEMBERIAN TABLET  Output sama tetapi Nama program
TAMBAH DARAH PADA BUMIL i
iy berbeda tiap daerah
JUMLAH KABUPATEN/KOTA (dPola penyusunan program tidak
> terstandar
I 1.02.16 ;;igyr:rr:k iitpa],.ra Kesehatan |
I : etassanaan standar Petayanan O Bagaimana menyusun database dengan variasi
oo EmeEmemEmEmmEmmm——— Keperawatan yang beragam di tiap daerah?
1021612 Peningkatan pelayanan dan O Jika tidak disusun database, bagaimana mengetahui
penanagUisnasn massieh kesshatan capaian pembangunan daerah pada setiap urusan
T T pemerintahan?
O Nomenklature berbeda, bagaimana menganalisis
kecukupan anggaran? efektifitas anggaran, dll




5D,

KONDISI EKSISTING

1.03.1.03.01.00.23 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
__a  a  a  a a a _a _a _a _a _a _p_ = _a = = = =
| 1.03.1.03.01.00.23.001 Pengembangan Jaringanll | 2.
| Irigasi I | Pembangunan
Pengentasan
Kemiskinan

4

1.LL

Meningkatnya

Derajat
Kualitas SDM

oIy

] Bagaimana

menyusun database

dengan tingkat
variasi kode yang
jumlahnya sama
dengan jumlah
daerah?

|ngram Pengelolaan Jaringan Irigasi WS, Cimanuk-Cisanggarung "l

Sunga Cimanuk-Cisanggansg

1 |Kegiatan Perunjang IKS1WS Dimanuk-

(Cisangoarundg

| T S — o ——

Merreliharaanlaringan Irigasi Wilayzh

Konektivitas Wilayah

Imfrastrukiur
Konekiivitas Wilayah

Heﬂgﬂr“ﬁ: Eelarsediaan Ai

untuk Menunjang Produktivita
Ckorvern dan Domestik

Meningkatmya Ketersediaan A
untuk Menunjang Produktivite
Ekorcemi dan Domestik

2 [Regiatan rehabilitasi jaringan irigasi
Wilayah Sunqai Cimanuk-Cisanggarung

(LK)

Infrastrukiur
Konekiivitas Wilayah

Meningkstrys Ketersediaan A
untuk Menunjang Produktivite
Ekoreeni dan Comeslik

Kegiatan Rehabilitasi laringan lrgasi
piaca Wilayah Sungai Cmarniuk-
(Cisangoarundg

Infrastrukiur
Konektivitas Wilayah

Meningkatmya Ketersediaan A
untuk Menunjang Produktivita
Ekonaorni dan Domestik

1 URUSAN WAJIE
PELAYAMNAN
DASAR
1.03 FEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
I-----IW--------
| 10321 Fengelolaan i
| Jaringan Irigasi |
| Dan Air Baku |

W Cimanuk-Cisanggamning melalui
vt [ IRATE
hugo [EONE

Pengelclzan daereh Irigasi partsipatif di Infrastrukiur

Konektivitas Wilayah

Meningkatrye Ketarsediaan &i
umtuk Menunjang Produktivita
Ekgriaen dan Domestik

Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy

L et EET R TR LT H EREERY

KONDISI DARI 3 DAERAH PROVINSI BERBEDA

T | S T - —— Wﬁtﬂl? —

Iﬂ'uﬂ:!m-. s Ketarsadiaan A

seminale Rllormomimmm Phre sdol et dsen

(1Kode Program berbeda tiap daerah
(dNama program berbeda tiap daerah
(1 Pola penyusunan program tidak terstandar




KONDISI EKSISTING DI KAB./KOTA
Terkait Kodefikasi, Nomenklatur, dan Klasifikasi
CONTOH RKPD KAB. B TAHUN 2020 (Kab. Sleman)

Program/Kegiatan (Urusan Kesehatan)
Kode Rekening Urusan/Program/Kegiatan ..

_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
LAMPIRAN UU NO 23/2014 - URUSAN KESEHATAN | 1.01.02.1.01.02. Urusan Pemerintahan Bidang
NO | URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
[ |
1. Upaya Kesehatan a. Pengelolaan upaya |a. Pengelolaan UKP rujukan tingkl a. Pengelolaan UKP Daerah I 1.01.02.1.01.02. Ogl"am Upaya Kesehatan I
kesehatan perorangan (UKP) Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota dan rujukan
rujukan nasional/lintas Daerah kabupaten/kota. tingkat Daerah kabupaten/kota. |_01 16 MaSLara kat I
provinsi. b. Pengelolaan ~ UKM  Daerah | b. Pengelolaan UKM  Daerah i — - L — ] - o
b. Pengelolaan upaya provinsi dan rujukan tingk kabupaten/kota dan rujukan
kesehat: kat (UKM) Daerah insi/lintas D tingkat Daerah kabupaten/kota. i ¥
I e g s 1.01.02.1.01.02.  Pemeliharaan dan Pemulihan
nasional/lintas Daerah provinsi. | ¢. p, bitan iz h sakit kel kelas C d D d fasilita
c. Penyelenggaraan registrasi, ¢ Benetl;alnan ?;2]:';;“: Spae‘zlayaian pZIg?/anan aEesehatZr:l ?i:glkai 01-16-002 Kesehatan
akreditasi, dan standardisasi kesehatan tingkat Daer11 Daerah kabupaten/kota.
fasilitas provinsi.
pelayanan kesehatan . . .
publik dan swaste. 1 Kondisi di Daerah

CONTOH RKPD KOTA A TAHUN 2020 (Kota Surabaya)

| 1.1.1.02 Kesehatan
e e e e e e e e = - Permasalahan
1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan [ Bagaimana menyusun database dengan

Ee'a;’agaﬂ I\';?ie_hata” variasi yang beragam di tiap daerah?
endaudu ISKIN - - . -
T BT s S O Jika tidak disusun database, bagaimana
| 1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan : mengetahui capaian pembangunan daerah
h——————M“ymlgt————————— . '

pada setiap urusan pemerintahan?




MANDAT DAN DASAR HUKUM a




MANDAT
MANDAT

1. Presiden memerintahkan aktifitas O Untuk  melaksanakan =~ mandat  tersebut
pembangunan berbasis hasil, dimana belanja dibutukan:
pemerintah difokuskan pada pencapaian 1. Sistem informasi perencanaan dan
output pembangunan yang dinikmati oleh penganggaran yang terpadu secara nasional
masyarakat 2. Kodefikasi perencanaan dan keuangan yang
2. KPK memerintahkan adanya integrasi antara tersinkronisasi
perencanaan dan penganggaran O Sistem informasi terpadu diatur dalam
3. Konsistensi antara perencanaan dan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem
penganggaran harus diperkuat untuk Informasi pemerintahan Daerah
memastikan belanja daerah dialokasikan O Kodefikasi diatur dalam Permendagri 90 tahun
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi dan
kewenangannya Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah




DASAR HUKUM

Pasal 9 ayat (4)
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

UU 23 TAHUN 2014

Pasal 260 ayat (1)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 258

O Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

O Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 282

O Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan
atas beban APBN.

O Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

—




DASAR HUKUM

Kelembagaan Urusan

P
ﬂw PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Pendanaan Urusan

PP 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP 13 TAHUN 2019 Pelaporan Urusan
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

PP 12 TAHUN 2017 Binwas Urusan
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RPP Tata kelola Urusan

TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

Perencanaan Urusan
PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

=
=
r
T3
=
T}
Z
<
>
L

TERSINKRONISASI ANTARA
KELEMBAGAAN, MANAJEMEN,
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN URUSAN

PEMERINTAHAN KONKUREN

NOMENKLATUR

PROGRAM DAN
BELANJA DAERAH

Kodefikasi Nomenklatur menjadi
tools untuk melakukan sinkronisasi
tata kelola penyelenggaraan
urusan pemerintahan guna
mewujudkan tujuan pembangunan
Daerabh.




DESAIN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN




DESAIN PENYUSUNAN

- 0 " Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas
h 8 = baik program maupun kegiatan diteriemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub o
E B # Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan Urusan yang jadi
kewenangan —l
= =L B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG EESEHATAN
RO | URUSAN PEMERINTAH FUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KEABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 )
+p | Upaya Kesehatan a Pengelolaan upaya | a. Pengelolaan UKP rujukan | a. Pengelolaan UKP Daerah
kesehatan pPerorangan tinglat Daerah kabupaten/kota dan
(UKP) rujukan provinsi/lintas Daerah rujukan tingkat Daerah
nasional flintas Daerah kabupaten /kota. kabupaten/kota.
Program provinsi. b. Pengelolaan UKM Daerah | b. Pengelolaan UKM Daerah
b. Pengelolaan upaya provinsi  dan  rujukan kabupaten/kota dan
kesehatan masyarakat tinglat Daerah rujukan tingkat Daerah
T Provineiflintas Daerah kabupaten/kota.
I rujukan nasional/lintas kabupaten /kota. ¢ Penerbitan izin rumsh
Kegiatan Daerah prov Bttty salit kelas C dan D dan
c. Penyeleng salat kelas B dan fasilitas fasilitas pelayanan
I registrasi tasi, dan pelayanan kesehatan kesehatan tinglkat Daerah
= fasilitas tingkat Daerah provinsi. kabupaten/kota.
pelayanan kesehatan
publik dan swasta.

Sub Kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan
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PERALIHAN DAN PEMBERLAKUKAN

PERALIHAN PEMBERLAKUAN

Klasifikasi, Kodefikasi  dan Dengan demikian Peraturan
Nomenklatur ~ yang  telan i Menteri ini sudah mulai
digunakan dalam penyusunan

rencana pembangunan jangka fq - berlaku efektif pada tanggal

menengah daerah Provinsi, H,H‘. j'« 1 Januari 2020
Kabupaten/Kota dan yang "IN

telah  ditetapkan  sebelum
Peraturan Menteri ini mulai
berlaku tetap digunakan dan
dilakukan penyesuaian secara
bertahap mulai tahun 2020.

4_——_



KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

Provinsi Kabupaten/Kota

1| 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1| 02 |02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN || 1| 02 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan, Sarana, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
1102 lool 101 Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP || 1| 02 | 02 |2.01 UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
’ Rujuldan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kota
Provinsi

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan

11 o2 lo2l 101! 01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan 11 02 ] 021201 01 Prasarana Pendukungnya
_ _ Prasarana Pendulcgggnya . 1| 02 | 02 |2.01 | 02 |Pembangunan Puskesmas
1 Df;‘} 02]1.01 | 02 | Pemb an};gunan Fasjlltf fe;?hatan Lainnya 1| 02 | 02 | 2.01 | 03 |Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 gj gg 131 gi Eengembangan EUﬂ:q ; t a T 1| 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
. : - —RBCTSETERN S A8 ftas fesehatan Lamnya 1| 02 | 02 | 2.01 | 05 |Pengembangan Rumah Sakit
1] 02 |02 1.01 | 05 |Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan - -
P b Pendel . : 1| 02 | 02 | 2.01 | 06 |Pengembangan Puskesmas
engembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan — :
oo loo !l 1ot | oe di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus || 1] 02 | 02 | 2.01 | 07 |Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
' Pulau,  Pelayanan Kesehatan Berbasis || 1| 02 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Telemedicine, dl) 1| 02 | 02 | 2.01 | 09 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

1l o2 lo2|101] o7 Pengembangan U?it Pemeliharaan  Fasilitas 0o |02 12011 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center : Kesehatan Lainnya

[—

Rehahbilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1 02 |02 | 1.01 | 09 | Rehahilitasi dan Pemeliharaan Rumah Salat

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan

1|02 |02|1.01| 08

1|02 |02|1.01 ]| 10




IMPLEMENTASI DI MASA PERALIHAN

Telah diterbitkan SE Mendagri Nomor 130/736/SJ tentang
Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah .

MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

Jaxanra - Jan arid 2 20
Y 1. Gubermur . dan
2. BupatiWalikota

Seluruh Indonesia

Penyusunan RKPD Tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMD
yang berlaku, sehingga konsistensi antara RPJMD dan RKPD

tetap dapat dijaga. .

Pemetaan bukanlah perubahan indikator dan target kinerja

dalam RPJMD dan Renstra, melainkan penyesuaian
kodefikasi tanpa merubah merubah indikator dan target.

SURAT EDARAN
NOMOR YO/ 736/ &
TENTANG
PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAM
Dalam rangka percecatan implementasi dan terwujudnya imtegrasi proses Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
Perencenaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama mnl

Peraturan Menteri Dalam MNegeri
dan Nomenkiatur
disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut
1 Melakukan langkah-langkah percepatan melalul integrasi proses peryusunan
perencanaan pembang.nan daerah, clan pengelolaan keuangan daerah, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemenntahan
daerah. pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah
Guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembiraan dan
penyelenggaraan pemerintahan di daerar dalam

pengawasan dalam
mendukung peiaksanaan percepatan ssstem informasi pemerintahan daerarr maka
tetap

a Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah RPJMD)
Daerah segera melakukan proses pemetaan

al

N

yang beriaku Pemenntan

(mapping) terhadap nomenkiatur program dan kegiatan dalam RPJMLC dengan
program, kegiatan Jan sub kegatan, untuk kemudian dilakukan perubahan
dengan nomenikiatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN

berfungsi sebagai jembatan dalam rangka sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran.

Penyesuaian kodefikasi berdasarkan hasil pemetaan

2020-2024

Hasi pemetaan termadap nomenkiatur program dan kegiatan dalam RPJMD
sebagaimana dimaksud pada huruf a. menjadi acuan dalam penyusunan RKFD
gan KUA-PPAS, seranjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD:
Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk

@ A A @A

benta acara; dan

Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program
dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor €0 Tahun 2019




KONSEP PEMETAAN

Pemetaan bukan dengan mencocokkan nomenklatur aktifitas yang lama dengan
nomenklatur aktifitas dalam Permendagri 90/2019. Pemetaan berfungsi sebagai upaya
restrukturisasi outcome, output dan aktifitas sesuai dengan kodefikasi yang diatur
dalam Permendagri 90 Tahun 2019

_

Pemetaan

SEMULA MENJADI

Fungsi setiap ruang dan isi bangunan yang lama (atau dalam sistem perencanaan dikenal dengan indikator dan
target) tetap terkomodir dalam bangunan baru, namun terjadi perubahan tata letak akibat renovasi, peningkatan
dan pengembangan




PERDA PERDA

RPJMD DEE— > APBD
A 7
Permendagri 13 Tahun 2006 > a Permendagri 90 Tahun 2019
7y ®

RKPD

Penyesuaian Kodefikasi
melalui Pemetaan

Pemetaan tidak merubah indikator
yang sudah ditetapkan
dalam RPJMD dan Renstra




RAMBU RAMBU PEMETAAN

RAMBU RAMBU UMUM PEMETAAN

Pemetaan dilakukan dengan berbasis output kegiatan, dengan
membandingkan output kegiatan dalam Renstra dengan arah
output dalam sub kegiatan sesuai Permendagri 90/2019

Bagaimana jika 2 atau 3 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi
menjadi 1 Program dalam Permendagri 907

Indikator program dalam Permendagri 90 akan
memuat 2 atau 3 indikator program sesuai dengan
gabungan program RPJIMD/Renstra

Bagaimana jika 1 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi menjadi 2
atau 3 Program dalam Permendagri 907

Kegiatan dan program dalam permendagri 90 tidak perlu
dipetakan secara khusus, karena kegiatan dan program dalam
permendagri 90 secara otomatis terpetakan ketika sub
kegiatannya sudah terpetakan (kodefikasi sub kegiatan dalam
permendagri 90 merupakan satu kesatuan dengan kodefikasi
kegiatan dan program)

Indikator program hanya dimua di salah satu
. program dengan dukungan output terbesar untuk
pencapaian indikator program

Bagaimana jika 2 atau 3 kegiatan terpetakan dalam 1 sub kegiatan
dalam permendagri 907

Indikator kegiatan dalam Permendagri 90 merupakan akumulasi
ataupun konversi dari output sub kegiatan yang sudah dipetakan
berdasarkan output kegiatan Renstra

Sub kegiatan dalam permendagri 90 akan memuat
2 atau 3 output sesuai kegiatan Renstra yang
dipetakan

Bagaimana 1 kegiatan dalam renstra terpetakan dalam 2 atau 3 sub
kegiatan dalam permendagri 907

Indikator program dalam Permendagri 90 mengambil indikator
program dari Renstra/RPJMD berdasarkan pemetaan output
kegiatan Renstra, karena output kegiatan merupakan upaya untuk
mencapai outcome. Sebab itu, output dan outcome tidak bisa
dipisahkan

. 2 atau 3 sub kegiatan dalam Permendagri 90 akan
memuat bagian output kegiatan dalam renstra




PEMUTAKHIRAN

BAGAIMANA JIKA OUTPUT KEGIATAN DALAM RENSTRA TIDAK
DAPAT DIPETAKAN DALAM SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019?

Evaluasi desain kegiatan Renstra, apakah bersifat:;

a. Tahapan kegiatan (persiapan, pelaksanaan, monev, pelaporan)

b. Bentuk belanja (perjalanan dinas, pengadaan barang/jasa, hibah,
bansos, dll)

c. Komponen kegiatan yang terbagi dalam lokasi (pembangunan
SD1 di kecamatan A, pembangunan SD 2 di kecamatan B, dst)

Jika kegiatan berbentuk salah satu dari 3 kategori di atas, maka

kegiatan tersebut menjadi komponen belanja

Telaah apakah output tersebut menjadi output sub kegiatan di urusan
pemerintahan yang lain, atau tingkatan pemerintahan yang lain.

Jika output kegiatan tidak memang menjadi kewenangan tingkatan
pemerintahan terkait, maka dapat diusulkan penambahan sub
kegiatan melalui pemutakhiran

KONSEP PEMUTAKHIRAN

Pemutakhiran menggantikan fungsi dst (dan

seterusnya) dalam lampiran permendagri 13
tahun 2006.

Skema pemutakhiran untuk memastikan
kesamaan  klasifikasi, kodefikasi  dan
nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas
yang diusulkan

Pemutakhiran merupakan penambahan sub
kewenangan

kegiatan sesuai

daerah.

dengan




TABEL KERJA

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM | BIDANG URUSAN | URUSAN KODE

Basis pemetaan pada Indikator output kegiatan
yang dipetakan menurut sub kegiatan dalam
Permendagri 90 Tahun 2019




TABEL KERJA

FEMETAAHN FROGRAM DANH KESIATAN RENSTRAJREFJHD KE DALAM FERHENDAGR] % TAHUH Z91%

FERMEHDAGFRI 12/RFJMD/RENSTRAMREFD/REHSA

FERMEHMDAGR] 90 TAHUH 2014

indikator kesehatan dalam

permendagri 13 (eksisting)

dapat terpetakan dalam

Permendagri 90/2019

EODE URUSAN EIDANG FROGRAMIEEGIATA INDIEATOFR SUE INDIEATOR SUE EEGIATAH INDIEATOR =UE FROGRAM IFMLIEH U EILAMa | URUSHNM [ANTETS
URUSAH H KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN FROGRAM URUSAH
FROGRAH
KESEHATAH Farrsntars Balita
HASTARAKAT Lahat [
Farrsntars Dara T
Sabhat Mandars [])
. Jumlah Felakranaan
E.eqiaktan Fenyelenqqara| DarafKsluraka |Komunikarilnformeari
Fenvehatan M, Jumlah anFromori dan Edukari(KIE) PFROGRAM Farranta
Lirnqkurngan dan Derafkelurahan vang Kerchatan dan perilabuHidup Eerrik FEHEERDATAAH ra Dara
Feningkatan Fola dilakukan verifikari FerilabuHidup | warifikari dan Schar dalam HASTARAKAT Ssbhat
Hidup Zchat Sanitari Toral BEerbarir  |Eerrih dan Sanitari Tmtal |FanqkaFromokif EIDAHG Handiri
Maryarakat Maryarakar [STEM]; Scohat Barkarir Freuentif Tingkat KESEHATAH ) 10z 0510z 0
Feningkatan Fenqembangan Huty FROGRAH
Kompekenri dan Feningkatan FEHIHNGKEATAH
dan Kualifikari | Ferkaikas GBixi |Kompekenri Teknir KAPFASITAS
Ferkaikan Gizi TIFPclatiban kompeterri |SumberDaya | Marrarakat Zumkber DayaManuria SUHMBER DATHA PFarranta
Maryarakat dan dararkagipetugar qixidi |Manuria dam Karshatan |Korchatan Tingkat HAHUSIA ra Balita
FerchatanKeluarga |SdFarker; Kerczhatan Kaluarga Daerabk Frovinri KESEHATAH Sahat [ 1z az10zm
FROGRAM Farrantars
FENCEGAHAH Ksbsrharilan
DAH Fancagahan dan
FEHGEHDALIAH |Fangandalian
FEHTAKIT Fanyakit Hanular
Fenyediaan Layanan Hanurunnya FROGRAH Farranta
Korchatan Untuk UEF | prarsmtars FEHEHUHAHN e
Fujukan, UKM dan UEM | KELE UFATA Kebkarkar
Fenzegaban Fujukan Tingkat KESEHATAH illam
Fenyakit yang Dapatk Dacrah Provinri PFPERORAHGAHN PFancagak
Dizeqabdengan Fenqelalaan 1. Amak ¢ 1k DAH UFATA an dan
Imunirari(FOZ1dan |1 Anak < 1eh Felavanan mandapatkan KESEHATAH Fanganida
Zwurveilanr Fenyakit |mendapatkanimunirari |Korchatanlby | imenirari darar HASTARAKAT liam
Faotenrial Wakah dararlengkap dan Anak lamgkap Fanrakit 1oz oz10z oz
Fengelolaan 1) Jumlah
Fenqendalian 11 Jumlah Felayanan kakupatanfkut
Fenyakit Henular kabupatenfkoka rang Keorchatan - ranyg
dan Tidak Menular melakukan qerakan iR1d |Lingkungan malakukan 10202102 02




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU °




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Pemeliharaan Ambulans Laut

Operasional dan Krew Kapal Permintaan Pemerintah

Provinsi agar Nomenklature

Pengadaan Ambulans Darat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) - (Sub-Kegiatan) dibuat lebih
Pengadaan Perahu Karet detail (seperti contoh).
Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Operasional Satgas (Satuan Tugas) '
Operasional Satlak (Satuan Pelaksana) Cek:
, 1. Kewenangan Provinsi atau
1 0202 1.01 10: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang . ] .
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan bukan? Jika lya, Ianjut -

1 02 02 1.01 06: Pengembangan Pendekatan Pelayanan 2. Gunakan Nomenklatur yang
Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus .

Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) seSual (output-nya)

s Tidak memerlukan pemutakhiran (homenklatur baru),

hanya perlu definisi operasional setiap nomenklatur. l




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah:
1. Merupakan Kewenangan, tetapi belum ada Nomenklature-nya

2. Sub-kegiatan terlalu besar, diperlukan pemisahan untuk analisis anggaran
vang lebih baik, dll.

Contoh Kriteria 1:

Pengadaan dan Pengelolaan Obat-Obatan - kewenangan Provinsi untuk obat yang
bukan Program Nasional (ditanggung Pemerintah Pusat), Provinsi Jateng memiliki 7 RSUD
milik Provinsi (pasti harus membeli obat)

Contoh Kriteria 2:

Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular perlu menjadi Nomenklatur terpisah,
tidak disatukan. Selain karena banyak sekali jenis penyakit terkait, juga karena transisi
epidemic dari penyakit menular ke penyakit tidak menular perlu melihat besaran alokasi
dua jenis penyakit ini, analisis anggaran-nya, dll (sehingga perlu dipisah nomenklaturnya)

——




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah:

3. Merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional

4. Merupakan penyakit katastropic (dari segi biaya dan jumlah kematian)
serta frekuensi kejadian cenderung membesar.

Contoh Kriteria 3:

Sub-Kegiatan pengelolaan upaya pencegahan stunting > merupakan prioritas
nasional saat ini sehingga dapat dipertimbangkan sebagai nomenklatur sendiri,
meskipun terkait dengan kegiatan lainnya (seperti SPM Kesehatan pada Ibu dan Anak)

Contoh Kriteria 4:

Hipertensi, Diabetes, TB, AIDS sudah memiliki Nomenklature sendiri sebagai
bagian dari pelaksanaan SPM Kesehatan (termasuk penyakit dengan biaya besar
dan angka kematian tinggi), silahkan bisa ditambahkan penyakit yang memenuhi

kriteria 4 diatas untuk dpertimbangkan sebagai nomenclature sendiri. _




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah:
5. Merupakan program bersama Kemenkes dan Kemendagri yang memiliki
banyak lingkup indikator dan berdampak kompherensif.

Pembinaan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
Konsultasi Teknis Kabupaten/Kota Sehat
Contoh Kriteria 5: Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah

Sub-Kegiatan pengelolaan upaya pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat = diatas adalah
contoh beberapa sub-kegiatan pada RKPD Provinsi yang terkait Kabupaten/Kota Sehat
(KKS) namun nomenclature-nya tidak ada sehingga perlu diusulkan nomenclature (sub-
kegiatan) sendiri untuk Provinsi

—




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU UNTUK PROVINSI

Berikut ini beberapa usulan Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru yang memenubhi
5 kriteria diatas adalah:

1.

o UeEWN

Pengadaan dan Pengelolaan Obat-Obatan

Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stunting

Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pengelolaan pelaksanaan akreditasi mutu Rumah Sakit

Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit

Selanjutnya silahkan masukan dari Bappeda dan Dinas Kesehatan
Provinsi untuk pemutakhiran (usulan nomenklatur / sub-kegiatan
baru) ini sesuai dengan 5 kriteria tersebut pada slide sebelumnya.

*__—_




USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU UNTUK KABUPATEN/KOTA

Berikut ini beberapa usulan Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru yang memenubhi
5 kriteria diatas adalah:

1. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stunting

Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pengelolaan pelaksanaan Akreditasi mutu Puskesmas

Pengelolaan Upaya Kesehatan oleh BLUD Puskesmas

Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit dan Puskesmas

o UeEWN

Selanjutnya silahkan masukan dari Bappeda dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk pemutakhiran (usulan nomenklatur / sub-
kegiatan baru) ini sesuai dengan 5 kriteria tersebut pada slide
sebelumnya.

*__—_
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